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PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

ABSTRAK:

CATATAN:

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai
Negeri Sipil sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut dan dalam rangka melaksanakan ketentuan
Pasal 30 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No. 8
Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk
menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau
dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Peraturan Pemerintah tentang disiplin PNS ini
antara lain memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat
dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan
hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina PNS yang telah melakukan
pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha
tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Juni 2010.
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: 1. Ketentuan Pasal 12 Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
65 Tahun 2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; 2. Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku. 3. Ketentuan pelaksanaan mengenai disiplin PNS yang ada
sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
Penjelasan : 30 him.



